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Isnan Nur Fannizar: Etnis Tionghoa dan Sentimen Anti-Cina : Dinamika Etnis Tionghoa di 
Indonesia dari Masa Kolonial sampai Terbentuknya PTI (1740-1932). Karya Ilmiah, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 
Penellitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang diskriminasi yang dialami oleh etnis 
Tionghoa serta perjuangan mereka dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan 
kemerdekaan sejak tahun 1740-1932. 
Penelitian ini menekankan fokus pada peristiwa-peristiwa penting dan dinilai berpengaruh 
pada kehidupan etnis Tionghoa mulai tahun 1700-an sampai terbentuknya Partai Tionghoa 
Indonesia. 
Masyarakat Tionghoa di Indonesia sudah tentu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari sendi-sendi kehidupan di Indoneisa saat ini, adalah menarik bila kita melihat kebelakang 
mengenai peran serta mereka dalam membantu pergerakan Indonesia dan juga pencarian jati 
diri mereka ,tulisan bertujuan untuk mengetahui sejak kapan munculnya permasalahan rasial 
antara etnis Tonghoa-Pribumi-Belanda (VOC) dan juga akan membahas tentang peran serta 
etnis tionghoa dalam perjalanan sejarah Indonesia, serta tantangan-tantangan yang mereka 
hadapi sampai terbentuknya Partai Tionghoa Indonesia sebagai simbol keberpihakan etnis 
Tionghoa kepada Indonesia. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etnis Tionghoa pada awalnya tidak memiliki perasaan 
sebagai warga negara Indonesia, mereka masih beranggapan bahwa diri mereka adalah 
orang-orang Cina yang berada di negara lain. Pemisahan antar golongan yang dilakukan oleh 
VOC melalui kebijakan wijkenstelsel membuat hubungan antara etnis-etnis lain di Hindia-
Belanda semakin jauh. Nasionalisme Cina yang menyebar pada abad ke-19 turut semakin 
menyebabkan perpecahan dalam tubuh etnis Cina sendiri. Perjalanan etnis Cina dalam 
mencari jati diri mencapai puncaknya setelah adanya rapat besar pada 8 mei 1932 di 
Surabaya, di dalam kongres itu munculah gagasan bahwa etnis Cina adalah bagian dari 
Indonesia dan harus ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 






Isnan Nur Fannizar: Etnis Tionghoa dan Sentimen Anti-Cina : Dinamika Etnis Tionghoa di 
Indonesia dari Masa Kolonial sampai Terbentuknya PTI (1740-1932). Saintific Paper, 
Jakarta: History Educational, Fakulty  of Social Study, Universitas Negeri Jakarta. 
This study attempts to describe of discrimination experienced by chinese and their struggle in 
helping indonesia to gain independence since 1740-1932. 
This research stressed focus on an important occasion and considered influential in the life of 
the chinese ethnic starting in 1700 until indonesia to the establishment of the chinese party. 
Chinese in indonesia has become part of his months is that cannot be separated from the life 
of currently approved , is interesting if we looking back on the role of and they in helping the 
movement of and comprises quest to know herself as they , writing aims to understand since 
when racial difficulties have between ethnic tionghoa-pribumi-belanda ( voc ) and also going 
to talk about the role of chinese ethnic on a journey indonesian history , as well as the 
challenges that they face until to the establishment of the chinese party indonesia as a symbol 
of chinese ethnic partiality to indonesia. 
The result of this research showed that chinese ethnic were not initially have a feeling of as 
indonesian citizens , they are still assume that their lives are the chinese people who are in 
other countries .Among the separation conducted by voc through wijkenstelsel policy made 
contact between ethnic else in dutch indies get further and further away .Chinese nationalism 
that is spread on the 19th century also is getting to cause a split in the body own the ethnic 
chinese .Travel the ethnic chinese in search of identity was at its peak after the introduction 
of a meeting on may 8 1932 in surabaya , on the floor of congress that has pushed the 
emergence of the idea that the ethnic chinese is part of indonesia and had to be involved fight 
for the independence of Indonesia. 
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a. Latar Belakang 
Perjalanan etnis Tionghoa sebagai bagian yang diakui oleh masyarakat 
Indonesia tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus mereka lalui, banyak 
tantangan dan ujian yang harus mereka lalui, perjalanan mereka untuk diakui 
sebagai bansga pribumi Indonesia sangatlah sulit, sering kali kesetiaan mereka 
kepada Negara ini di uji dengan isu-isu yang mengatakan bahwa mereka adalah 
bangsa asing yang berusaha mengeruk kekayaan Indonesia, terlebih isu itu selalu 
saja hangat ketika pilpres (Pemilihan Presiden) atau pilkada(Pemilihan Kepala 
Daerah) yang menyita banyak perhatian masyarakat, isu-isu seperti antek Cina, 
antek asing dan dikaitkan dengan partai terlarang (Partai Komunis Indonesia). 
Sebelum era kemerdekaan mereka dituduh sebagai pendukung penjajah. Memang 
hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa memang ketika era perjuangan etnis Tionghoa 
tepecah menjadi 3 bagian, ada yang mengakui diri sebagai bangsa Indonesia, ada 
yang tetap merasa sebagai warga Tiongkok, ada yang merasa sebagai warga Hindia 
Belanda di bawah kekuasaan Belanda. 
Tidak dipungkiri semangat etnis Tionghoa untuk pulang ke Cina merupakan 
suatu kekuatan yang melatari mereka berjuang keras mengumpulkan kekayaan 
untuk kembali ke Cina sebagai orang yang mapan, semangat inilah yang dimiliki 
oleh etnis Cina yang berada diluar Cina khususnya di Indonesia. Seorang pengusaha 
Cina yang melewati hidup di tiga zaman (Kolonial Belanda, pendudukan Jepang 
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dan awal kemerdekaan) bercerita bagaimana semangat ayahnya untuk kembali ke 
Cina dengan mengumpulkan uang sebanyak banyaknya, namun semangat itu runtuh 
setelah perang Shino-Jepang dan perang saudara di Cina, ia menceritakan 
bagaimana kekecewaan dia dan ayahnya setelah kembali ke Cina. Ia yang memang 
sudah menjadi bagian dari Indonesia yang sedari kecil hidup beriringan dengan 
pribumi Indonesia merasa tidak nyaman berada di dalam Cina yang sebenarnya. 
Bahkan tuturnya bahasa Cina yang ia gunakan ketika masih di Indoneisa jauh lebih 
sopan ketimbang bahasa Cina yang berada di Cina itu sendiri
1
. Penuturan pelaku 
tersebut mencerminkan adanya perubahan dari yang sebelumnya semangat ingin 
kembali ke Cina begitu besar menjadi turun drastis karena mereka lebih merasa 
disinilah (Indonesia) tempat mereka yang sebenarnya. 
Istilah Cina sendiri sebenarnya merupakan kata yang dianggap negatif oleh 
etnis Tionghoa sendiri, istilah tersebut digunakan ketika era orde baru oleh 
Angkatan Darat yang membenci negara Cina karena menggunakan ideologi 
komunis
2
. Pada awalnya etnis Cina dipanggil dengan nama orang Tionghoa dan 
negara asalnya diberi nama Tiongkok. Penyebutan Etnis Tionghoa menjadi Cina 
secara resmi memang di tuangkan dalam surat edaran kabinet Ampera pada tahun 
1967 
SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
TENTANG MASALAH CINA 
NO. SE-06/Pres.Kab/6/1967 
                                                          
1
 Walter L Williams, Mozaik: Kehidupan Orang Jawa Wanita Dan Pria Dalam Masyarakat 
Indonesia Modern. Penerjemah: (Ramelan /Jakarta: Pustaka binama Presindo, 1995),. hal 90-
96. 
2
 Leo  Suryadinata, Etnis Tionghoa Dan Nasionalisme Indoneisa. (Jakarta: Kompas, 2010). hal 193 
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1. Pada waktu kini masih sering terdengar pemakaian istilah 
“Tionghoa/Tiongkok” di samping istilah “Cina” yang secara berangsur-
angsur telah mulai menjadi istilah umum dan resmi. 
2. Dilihat dari sudut nilai-nilai ethologis-politis dan etimologis-historis, 
maka istilah “Tionghoa/Tiongkok” mengandung nilai-nilai yang memberi 
assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, sedang istilah 
“Cina” tidak lain hanya mengandung arti nama dari suatu dynasti dari 
mana ras Cina tersebut datang, dan bagi kita umumnya kedua istilah 
itupun tidak lepas dari aspek-aspek psykologis dan emosionil. 
3. Berdasarkan sejarah, maka istilah “Cina-lah yang sesungguhnya memang 
sejak dahulu dipakai dan kiranya istilah itu pulalah yang memang 
dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia. 
4. Lepas dari aspek emosi dan tujuan politik, maka sudah sewajarnya kalau 
kita pergunakan pula istilah “Cina” yang sudah dipilih oleh Rakyat 
Indonesia umumnya. 
5. Maka untuk mencapai uniformitas dari efektivitas, begitu pula untuk 
menghindari dualisme di dalam peristilahan di segenap aparat 
Pemerintah, baik sipil maupun militer, ditingkat Pusat maupun Daerah 
kami harap agar istilah “Cina” tetap dipergunakan terus, sedang istilah 
“Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. 
6. Demikian, untuk mendapat perhatian seperlunya.3 
 
Hal yang tidak dapat kita pungkiri adalah bahwa etnis Tionghoa memiliki 
peranan yang cukup penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kota-kota 
besar di Indonesia pasti memiliki pemukiman-pemukiman Tionghoa di dalamnya, 
selain itu pemukiman tersebut termasuk dalam pemukiman awal yang artinya 
sebagai pemukiman pelopor, contohya seperti Batavia. 
Pers Indo-Tionghoa di Indonesia merupakan sarana pendorong bagi 
kemerdekaan juga saksi sejarah dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah 
perjalanan bangsa Indonesia, misalnya Koran Sin Po yang memuat lagu kebangsaan 






Indonesia Raya pada salah satu majalah edisinya.
4
 Pers Indo-Tionghoa dapat 
dilacak keberadaanya mulai dari pelopornya yang bernama Lie Kim Hok
5
 awalnya 
dia hanya bekerja sebagai wartawan di pers Indo-belanda. 
Para  kaum terpelajar Tionghoa mendirikan Tiong Hoa Hwee Koan
6
, perlu 
diketahui Tiong Hoa Hwee Koan ini merupakan sebuah organisasi atau 
perkumpulan orang Toinghoa yang didirikan pada akhir abad 19 untuk mendidik 
para kaum Tionghoa yang berada di Indonesia (Hindia-Belanda kala itu).  
Pers-pers Indo-Tionghoa tersebut terbagi menjadi 3. Ada yang berhaluan 
Nasionalisme Tiongkok Total seperti Li Po yang muatannya kebanyakan bermuatan 
Filsafat Tiongkok, Koran ini juga berkaitan erat dengan Tiong Hoa Kwee Koan. 
Kemudian ada pula Pers yang sangat peduli terhadap pergerakan nasional Indonesia 
seperti Sin Po. Dan ada pula yang hanya mementingkan masalah keuangan atau 
keuntungan pribadi seperti Perniagaan. Mungkin karena hal-hal seperti ini yang di 
pandang sebagai masalah, masyarakat Indonesia pada umunya membenci 
masyarakat Cina yang mementingkan keuntungan pribadi. Selain itu memang tidak 
dapat dipungkiri bahawa etnis Tionghoa memang sangat berpengaruh dalam 
kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia baik dari zaman kolonial hingga sekarang 
ini. Ada pula organisasi pergerakan yang pada awalnya di gunakan sebagai 
perlindugan bagi pedagang pribumi yang kalah bersaing dengan pedagang Cina, 
seperti Sarekat Dagang Islam. 
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  Leo Suryadinata,, Etnis Tionghoa Dan Nasionalisme Indoneisa. (Jakarta: Kompas, 2010),. Hlm29. 
5
  ibid, hal 10.  
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 Tiong Hoa Kwee Koan mula-mula bergerak dalam lapangan social dan pendidikan, kemudian 
membatasi diri dalam lapangan pendidikan. Tiong Hoa Kwee Koan menjadi sarana pendidikan 
bagi etnis Tionghoa untuk mengenal siapa dirinya. 
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Diskriminasi dan benturan antara budaya Cina yang dianggap asing bagi 
warga Indonesia yang mengatasnamakan dirinya sebagai pribumi, sebagai contoh 
misalnya di Jakarta barat seseorang yang bernama Theng Pong San alias Sani (36), 
ia menceritakan kebingungannya dengan kondisi birokrasi, ia lahir di Indonesia, 
kakek buyutnya juga demikian, mereka mendapatkan kesulitan ketika ingin 
membuat akta kelahiran, KTP, kartu keluarga dan sebagainya, hal ini memaksa 
mereka untuk menempuh jalur cepat dengan cara membuat KTP tembak seharga Rp 
150.000,- sedangkan untuk akta kelahiran mereka diberikan bandrol Rp 1.500.000,- 
sampai dengan Rp 2.000.000,-
7
. Hal itu masih bagian kecil dari komplesknya 
permasalahan sosial tersebut.  
b. Perumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka pertanyaan yang 
muncul adalah: 
1. Mengapa etnis Tionghoa mendapatkan cap sebagai kaum non-pribumi dan 
dibenci oleh pribumi dan orang Eropa? 
2. Bagaimanakah peran serta etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia sampai 
terbentuknya Partai Tionghoa Indonesia? 
c. Pembatasan masalah 
Berdasarkan Dasar Pemikiran, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi 
baik secara temporal maupun spasial. Hal ini dimaksudkan agar penelitian lebih 
terfokus baik pada pembahasan permasalahan, maupun pada tempat penelitian 
sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam dan memadai. Penulisan 
                                                          
7
 Iwan Santosa. Peranakan Tionghoa DI Nusantara. 2012.Jakarta: Kompas,. Hlm. 300. 
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ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang etnis Tionghoa dan 
semangat anti-Cina mulai dari tahun 1740 – 1930an di Indonesia khususnya Jawa. 
d. Tujuan Penulisan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai etnis 
Tionghoa dan permasalahan-permasalahan yang meliputinya sejak mulai adanya 
kolonialisme di Indonesia pada 1740 sampai dengan berdirinya Partai Tionghoa 
Indonesia. 
e. Manfaat penulisan 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai 
salah satu referensi sejarah etnis dan Indonesia, mampu memberikan pemahaman 




BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 
a. Etnis Cina 
Siapakah yang dimaksud dengan etnis Cina ini? Untuk mengetahui hal 
tersebut perlu kita ketahui bahwa penyebutan kata “Cina” memiliki makna yang 
berbeda dalam setiap zaman, pada masa kolonialisme misalnya istilah Cina atau 
Cino
8
 (sebutan yang biasa diucapkan oleh orang Jawa) adalah sebuah term yang 
merujuk pada semua orang-orang Cina, baik itu peranakan maupun murni (totok). 
Dari kata Cina tersebut terdapat dua pembagian kembali, yang pertama Cina 
totok yang merupakan orang Cina asli yang masih khas dengan logat hokkiannya, 
kemudian ada Cina peranakan, orang-orang Cina peranakan ini biasanya sudah 
membaur kedalam masyarakat meskipun mereka masih memiliki kebudayaannya 
sendiri. 
Pada awal zaman kolonial penyebutan kata Cina bagi warga etnis Tionghoa 
tidak memiliki sebuah pengertian negatif tetapi kemudian setelah adanya gerakan 
rakyat Cina yang menginginkan adanya sebuah kesetaraan hak antara penduduk 
Cina dan penduduk Belanda yang ada di Hindia-Belanda, serta kerusuhan yang 
terjadi pada 1740 term itu menjadi kata negatif.
9
 
b. Cina dan Tionghoa 
Istilah “Cina” untuk menyebut negeri Tiongkok dan bangsanya, sebetulnya 
telah lama dipakai di Indonesia. Pada awalnya istilah itu tidak mengandung arti 
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penghinaan. Akan tetapi, menjelang abad ke-20, dengan bangkitnya nasionalisme 
Cina, istilah itu mulai dianggap sebagai kata yang mengandung makna kurang baik 
oleh kalangan orang Tionghoa sendiri. Di Indonesia, istilah Tionghoa (untuk 
orangnya) dan Tiongkok (untuk negaranya) mulai digunakan oleh etnis Tionghoa 
dan kemudian kelompok lain. Istilah ini juga diterima oleh pers dan pemerintah 




Xenophobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari 
negara lain, atau yang dianggap asing. Beberapa definisi menyatakan xenofobia 
terbentuk dari keirasionalan dan ketidakmasukakalan.
11
 
Xenophobia ini muncul dalam berbagai bentuk misalnya di Eropa ada 
Islamophobia, di Indonesia sendiri muncul dalam berbagai hal, terutama agama dan 
politik. Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari terutama menjelang Pilkada 
dan Pilpres, kata-kata antek “Aseng” yang merujuk kepada negara Cina adalah 
bentuk dari Xenophobia kepada etnis Tionghoa. 
d. Nasionalisme 
Nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau semangat 
bernegara, dalam perjalanan sejarah Indonesia nasionalisme ini memiliki makna 
yang berbeda beda, misalnya ketika masih zaman  kerajaan, semangat nasioanlisme 
waktu itu masih berbentuk kedaerahan atau perkerajaan masing-masing. Kemudian 
nasionalisme zaman penjajahan, pada hakikatnya nasionalisme di zaman ini baru 
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mencapai taraf ingin mempunyai negara.
12
 Nasionalismenya meliputi perjuangan 
melepaskan kesatuan bangsa yang diikat oleh kesatuan wilayah yang luasnya sama 
dengan Indonesia, dari tangan penjajah Belanda. Perjuangannya dihadapkan pada 
penjajah, tujuannya adalah mencapai kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu 
mereka ingin mengatur konsepsi negara mereka sendiri, nasib mereka sendiri, 
karena itu kemerdekaan adalah hal mutlak yang harus diraih bangsa Indonesia. 
 Nasionalisme pada zaman penjajahan itu memiliki watak khusus, yakni 
semangat anti penjajah, dan keinginan untuk membebaskan suku-suku wilayah-
wilayah yang dikuasai oleh Belanda.
13
 Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa 
nasionalisme Indonesia merupakan antithesis dari kolonilasime yang diberlakukan 
Belanda di Indonesia.  
Masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda 
mengenai rasa nasionalisme mereka, kita dapat membaginya menjadi 3, yang 
pertama adalah; 
1. Nasionalisme yang merujuk kepada Indonesia, yang termasuk ke dalam 
golongan ini adalah mereka yang bisanya sudah merasa sebagai bagian dari 
masyarakat Indonesia dan ikut serta memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia 
2. Nasionalisme Tiongkok, lepasnya Cina dari penjajahan Jepang membuat 
semangat nasionalisme meluas keseluruh Asia dan yang kemudian 
mempengaruhi orang-orang Cina yang berada di luar Cina, mereka merasa 
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meskipun saat ini mereka berada di negara lain, mereka tetap percaya bahwa 
mereka adalah bagian dari negara Cina. 
3. Nasionalisme Hindia-Belanda karena mereka yang berada pada bagian ini 
bukanlah mereka yang memiliki nasionalisme baik itu kepada Cina maupun 
Indonesia, orang-rang yang berada pada bagian ini adalah mereka yang lebih 
memilih fokus pada pemerintah Hindia-Belanda.
14
 
e. Diskriminasi dan Seterotipe 
Stereotipe adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi 
terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotipe 
merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk 
menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan 
keputusan secara cepat. Namun, stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga 
negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan 




Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu 
tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh 
individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai 
dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk 
membeda-bedakan yang lain. 
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Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, 
antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik 
atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. 
Diskriminasi dibagi ke dalam 2 bagian: 
1. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-
jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan 
sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. 
2. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral 
menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.
16
 
f. Politik Diskriminasi 
Apa yang dimaksud dengan politik diskriminasi? Politik diksriminasi adalah  
ketika kebijakan politik pemerintah yang dijalankan dengan melakukan diskriminasi 
atau cara perlakuan yang berbeda pada partai politik tertentu atau kekuatan lain di 
luar pemerintah yang bertujuan untuk membatasi atau meng-hancurkan kekuatan/ 
partai tersebut.
17
 Kita mungkin mengenal banyak praktik politik dikriminatif ini, 
tetapi yang mungkin paling sering kita dengar adalah politik Apartheid di Afrika 
Selatan, karena itu sebagai pembanding maka Politik Apartheid ini perlu untuk di 
jelaskan secara singkat. 
Politik Apartheid berawal dari Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan 
salah satu wilayah subur dunia dan memiliki hasil tambang emas yang sangat 
berlimpah dan bagus.  
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 Gejala-gejala Apartheid yang bisa dilihat sejak lama antara lain adalah 
dibentuknya Native Land Act pada tahun 1913 yang melarang warga kulit hitam 
untuk membeli lahan di luar daerah yang sudah disediakan pemerintah, sementara 
warga kulit putih diperbolehkan membeli lahan di wilayah kulit hitam. 
Permasalahan  lain di bentuknya Undang-Undang Imoraitas pada tahun 1927 
tentang larangan terjadinya perkawinan campuran antara kulit putih dengan kulit 
hitam. Setelah Presiden Verwoed meninggal, posisinya digantikan oleh Pieter 
Botha. Presiden baru inilah yang menetapkan sistem homeland. Pada tahun 1967, 
beliau mengumumkan kepada rakyatnya jikalau pembentukan homeland-
homeland  ini dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai negara bagian Otonom. 
Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami jika politik 
Apartheid yang membuat pembangunan daerah pemukiman menjadi terpisah-
pisah ini dimaksudkan untuk memecah persatuan di Afrika Selatan dan juga 
menciptakan posisi yang dianggap aman bagi keberadaan minoritas bangsa kulit 
putih pada saat itu. 
 Waktu demi waktu berjalan, orang-orang kulit hitam mulai mengerti jika 
tujuan dilakukannya pembentukan homeland adalah diskriminasi yang berbau ras. 
Kondisi ini membuat orang-orang kulit hitam mulai bangkit dan melakukan 
perlawanan. Pemerintahan Pieter Botha tidak hanya diam dan bersembunyi, 
mereka membasmi dan melarang segala bentuk perlawanan dari pihak kulit hitam. 
Beberapa tokoh kulit hitam berhasil ditangkap dan ditahan. Melihat keadaan ini, 
mereka tidak menyerah, mereka juga melakukan perlawanan bersenjata. Selain itu 
13 
 




 Perjuangan orang-orang kulit hitam yang tidak mengenal lelah untuk 
mengakhiri politik Apartheid ini akhirnya membuahkan hasil. Nelson Mandela 
sangat berperan penting dalam membantu memperjuangkan penghapusan politik 
Apartheid ini. Akibat tindakannya, beliau ditangkap dan dipenjarakan, sejak saat 
itulah kampanye pembebasan Mandela mulai dilancarkan di Afrika Selatan dan 
juga di luar Afrika Selatan. Akibat kampanye yang banyak disorot tersebut, 
negara-negara lain ikut mengecam pemerintahan Afrika Selatan yang menetapkan 
sistem politik Apartheid ini. Setelah mendapat tekanan tersebut, akhirnya politik 
Apartheid berakhir pada tahun 1989, disusul oleh kebebasan Mandela pada tahun 




g. Identitas Personal dan Sosial  
Sebelum kita memahami tentang identitas sosial, kita perlu memahami apa 
yang dimaksud dengan identitas personal. Menurut Fearon identitas personal 
adalah, seperangkat ciri-ciri kepercayaan, hasrat, atau prinsip-prinsip tindakan yang 
membuat seseorang berpikir bahwa dirinya secara sosial itu berbeda dari orang lain 
dalam sejumlah cara. 
Secara alamiah setiap individu memiliki kebutuhan untuk menjadi dan 
memiliki hubungan dengan individu yang lainnya. Kebutuhan ini selanjutnya 
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mengantarkan mereka untuk menciptakan sosial tertentu sebagai syarat bagi 
lahirnya kelompok sosial. Selama proses ini berlangsung mereka akan menemukan 
kesamaan kesamaan sekaligus perbedaan-perbedaan baik itu terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan kepentingan-kepentingan maupun ketika sedang menangkal 
ancaman-ancaman dari kelompok lain. 
Dalam khazanah psikologi sosial kajian terhadap interaksi antar kelompok 
sosial tersebut kemudian melahirkan sebuah tradisi teoritis yang kuat dan 
berpengaruh hingga sekarang, yang disbut sebagai identitas sosial. 
Identitas soslial terbentuk dari keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga 
individu sebagai bagian dari kelompok sosial yang dinaunginya.
20
 Identitas sosial 
memiliki 3 asumsi utama; 
1. Setiap individu akan berusaha mempertahankan konsep dirinya yang 
positif. 
2. Konsep diri tersebut lahir dari identifikasi terhadap kelompok sosial 
yang lebih besar. 
3. Upaya individu dalam mempertahankan konsep dirinya yang positif itu 




Proses pembanding-bandingan tersebut umumnya didorong oleh motif 
persaingan atar kelompok, yang tidak jarang berujung pada konflik sosial ketika 
terjadi ketimpangan sosial atara kelompok satu dengan lainnya, seperti kondisi 
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hukum yang berat sebelah, distribusi kekuasaan yang tidak adil, persaingan 
memperebutkan sumber daya dan kekuasaan, dan lain sebagainya. 
Dalam melakukan idetifikasi diri, etnis Tionghoa melewati tahap-tahap yang 
disebutkan di atas. Mulai dari pengidentifikasian diri mereka sebagai personal, 
mengingat identitas persolan terbentuk dari pemahaman diri (Self-understanding) 
yang sifatbnya lebih intim dan langsung, maka ia lebih wakili aspek-aspek esensial 
dan krusial dari diri individu yang Nampak dalam pertanyaan-pertanyaan seperti 
“siapakah sesungguhnya saya?”, “hal-hal apa saja yang bernilai dan baik buat 
saya?”, “apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini?”, “mengapa saya harus 
melakukan hal itu?”, dan lain sebagainya, mereka mencari kesamaan dengan orang-
orang disekitarnya dan terikat kepada norma-norma yang berlaku, baik dia sadari 
ataupun tidak. Dan seterusnya sampai pada pertanyaan-pertanyaan yang 
mengharuska mereka memilih sebagai warga Indonesia yang berkebudayaan Cina 
atau warga negara Cina yang tinggal di Indonesia. Hal tersebut yang pada akhirnya 
membuat etnis Tionghoa terpecah-pecah ada yang memihak kepada Indonesia, 







Menurut definisi, Studi Pustaka adalah adalah suatu karangan ilmiah yang 
berisi pendapat berbagai pakar mengenai satu masalah, yang kemudian ditelaah 
dan dibandingkan, dan ditarik kesimpulannya.
22
 Seperti layaknya suatu karangan 
ilmiah, studi kepustakaan pun terdiri dari bagian pembuka, bagian tubuh/isi dan 
bagian penutup. 
Bagian pembuka berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 
masalah yang dilanjutkan dengan perumusan masalah, tinjauan singkat dan 
tujuan/manfaat yang ingin dicapai atau diharapkan.
23
 
Bagian tubuh ini berisi uraian masalah dan pembahasan/diskusi. Uraian 
masalah berisi berbagai teori mengenai masalah yang dibahas. 
Dalam pebahasan dibandingkan teori-teori yang sudah diambil dan 
bagaiamana pendapat penulis sendiri mengenai hal itu. Penyusunan bagian 
pembahasan ini sering sekali menjadi keluhan, karena dianggap sukar oleh para 
penulis karangan ilmiah, kemungkinan besar ini disebabkan karena karena 
pemilihan masalahnya yang tidak benar.
24
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Bagian penutup dapat berupa kesimpulan yang berisi jalan keluar 
penyelesaian masalah yang telah dibahas. Jika karena sesuatu sebab kesimpulan 
tak ada, maka bagian penutup dapat berupa ringkasan yang merupakan uraian 
penting dari karya iliah tersebut. Ringkasan tidak merupakan pengulangan 
pendahuluan dan tidak mengemukakan sesuatu hal yang baru.
25
  
Jika suatu karangan ilmiah sudah menyajikan abstrak pada awalnya 
karangan ilmiah, ringkasan diperlukan lagi, kecuali bila penulis bermaksud untuk 
memisahkan abstrak dari karangan iliah untuk dimuat dalam suatu majalah. 
Bagian penutup sering juga berisikan saran, walaupun tidak mutlak harus ada. 
Kalau tidak ada saran, jangan dipaksakan. Kadang-kadang dalam bagian penutup 
ini dicantumkan pernyataan terimakasih.
26
 
4 Ciri utama studi kepustakaan 
 Ciri yang pertama ialah peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) 
atau data angka dan bukakn dengan pengerahuan langsung dari lapangan atau 
saksi-mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-
sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kiritk teks 
merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi filologi, sedangkan 
ilmu sejarah mengenal kritik sumber sebagai metode dasarnya. Jadi perpustakaan 
adalah laboratorium laboratorium peneliti kepustakaan dan karena itu teknik 
membaca teks menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.
27
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Mestika Zed, Metode Peneletian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan Obor, 2008), hal. 4. 
18 
 
Ciri yang kedua, data pustaka bersifat “siap pakai”. Artinya peneliti tidak 
pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber 
yang sudah tersedia di perpustakaan. 
28
 
Ciri yang ketiga adalah, data pustakan umumnya adalah sumber skunder, 
dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data 
orisinil dari tangan pertama dilapangan. Sumber pustaka sedikit banyak 
mengandung bias (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya. 
Misalnya, ketika seseorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam 
sebuah monograf disebuah perpustakaan, ia mungkin dapat menemuka 
monografya, tetapi tidak selalu dapat menemukan informasi yang tersedia dibuat 
sesuai dengan kepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hamper tidak 
selalu memiliki control terhadap bagaimana data itu dikupulkan dan 
dikelompokan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka, sampai 
tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber 
ptimer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau pelaku sejarah itu sendiri.
29
  
Ciri yang ke lima, kondisi data pustakan tidak dibatasi oleh ruang dan 
waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statistic, tetap. Artinya kapanpun dia 
datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berbuah karena ia sudah 
merupakan data “mati” yang tersimpan di dalam rekaman tertulis (teks, angka, 
gambar, rekaman tape atau film). Karena alasan itu pula maka penelitian yang 
menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai 




 Ibid. hal 5 
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BAB IV  
ETNIS TIONGHOA DAN PERJALANAN MENCARI JATI DIRI 
a. Munculnya Permasalahan Rasial (1740) 
Masyarakat Tionghoa di Jawa sudah datang sebelum datangnya bangsa 
Belanda ke Indonesia, akan tetapi segala sesuatu yang kita kenal saat ini tentang 
masyarakat Tionghoa berasal dari zaman kolonial Belanda.
31
  
Bangsa Cina dan Belanda memiliki latar belakang yang sama ketika datang 
ke Indonesia yaitu ingin melakukan perdagangan. Pada awalnya Belanda datang ke 
Indonesia tidak datang besar-besaran. Oleh karena itu Belanda memerlukan mitra 
dagang, saat sebelum Belanda datang, hubungan yang ada di Indonesia adalah 
hubungan dagang antara pribumi, dalam hal ini tentu saja orang-orang Indonesia, 
dan juga orang Tionghoa
32
. Orang Tionghoa menjadi mitra dagang Belanda 
khususnya dalam bidang distribusi, dalam bidangan perdagangan perantara. Itulah 
sebabnya orang-orang Tionghoa akhirnya menguasai perdagangan perantara. Dari 
kegiatan mendistribusikan barang-barang dari kota ke penduduk-penduduk pribumi 
di desa, orang Tionghoa mendapatkan uang tembaga dari orang-orang desa, yaitu 
uang kecil yang biasa digunakan membeli barang-barang di desa. Barang-barang 
yang dibeli oleh orang Tionghoa tadi kemudian dijual kembali kepada Vereenigde 
Oostindische Companige ( VOC) di kota. Inilah yang mempererat hubungan antara 
orang Belanda dengan orang Tionghoa. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa tidak 
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semua etnis Tionghoa mendapatkan hal yang sama, tidak semua daerah berarti 
demikian, misalnya di Kalimantan Barat justru yang pertamakali berperang dengan 




Salah satu politik dari Hindia-Belanda adalah yang disebut sebagai sistem 
politik diskriminatif. Sistem serupa yang kita kenal sebagai politik Apartheid di 
Afrika Selatan. Di sana politik ini berkembang dengan sangat subur, namun saat ini 
politik Apartheid sudah ditinggalkan karena dikecam sebagai bentuk rasialisme, 
rasisme dan sebagainya. Benih-benih sistem Apathied ini sudah ada pada diri orang 
Belanda (Eropa), kita tahu bahwa Afrika Selatan pada awalnya juga berasal dari 
koloni Belanda. Dengan adanya sistem politik diskriminasi ini maka masyarakat 
Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 golongan; 
1. Golongan Eropa atau Belanda. (Europanen) 
2. Golongan Timur Asing, termasuk Cina, Arab, India dan seterusnya. (Vreemde 
Osterlingen) 
3. Golongan pribumi. (Inlanders).34 
Sistem politik diskirimantif ini diterapkan dalam suatu masyarakat yang 
kemudian  mengisolasi setiap golongan penduduk dari penduduk yang lain secara 
fisik.
35
 Melalui peraturan negara tanggal 6 juni 1843, pemerintah Belanda 
mengeluarkan wijkenstelsel, pemusatan pemukiman orang Tionghoa dan etnis 
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Asing lainnya. Peraturan tersebut menyebutkan pejabat setempat memerintah untuk 
menunjuk tempat-tempat di mana digunakan sebagai wilayah yang mudah untuk 
diawasi. Penempatan tersebut merupakan keharusan, dan mereka yang akan tinggal 
di luar wilayah yang sudah ditentukan tersebut harus memiliki izin dari pejabat 
kolonial Belanda. Penduduk Timur Asing yang melakukan pelanggaran dengan 
tetap tinggal diluar wilayah tersebut, dikenakan sanki penjara atau denda sebesar 
f.25 – f.10036 dengan diberi batas waktu tinggal. Penerapan wijkenstelsel ini 
diakibatkan terutama akibat kerusuhan yang melibatkan masyarakat Tionghoa pada 
tahun 1740. 
Sebagai kelompok masyarakat asing, orang-orag Tionghoa dilarang 
menghilangkan ciri khas dan tanda fisik yang melekat pada dirinya. Kuncir panjang 
(thauwcang) yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah harus tetap 
dipelihara, dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian khas orang Tinghoa. Bila 
hal tersebut dilanggar maka hal itu termasuk kedalam pelanggaran hukum dan 
mereka akan dikenakan sanksi. Di bawah ini adalah kutipan dari pengumuman 
tentang peraturan penggunaan ciri khas etnis Tionghoa. 
Hoekoman Menjalin Bangsa 
Barang siapa jang berani menjalin bangsa, merobah sipat bangsanja, maka 
ialah terantjem hoekoeman politie rol, sebab tertoedoeh hendak 
mentjemarkan diri … tetapi heranlah soedah seringkali kejadian, apabila 
orang Tjina boeang tauwtjangnya masok igama islam, tidak  boleh loepoet 
hoekoeman politie rol kasi hoekoeman krakal doea belas hari, atawa lebih … 
orang Tjina pertanda dari tauwtjang-nja; orang-orang Olanda pertanda dari 
topo sepatoenja, orang-orang islam pertanda dari setangan kepala dan 
trompanja dan orang-orang Arab dari oendang-oendangnja, tetapi kenapa 
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orang-orang Tjina sadja jang dihoekoem kaloe ia berani boeang itu 
tauqtjangnja? 




Dari artikel tersebut kita bisa melihat adanya kesenjangan dalam hukuman 
dalam pelaksanaan hukuman bagi orang Tionghoa khususnya.  
Pada awalanya golongan pribumi juga dibedakan kembali berdasarkan 
kesukuannya.
38
 Secara fisik setiap golongan harus tinggal di kampung-kampung 
tersendiri, seperti di Jakarta ada kampung Melayu, kampung Bali, kampung 
Ambon, Pecinan dan seterusnya. 
Menjelang tahun 1893, ada 258.484 orang Tionghoa di Jawa, diantaranya 
153.222 orang adalah laki-laki. Mereka menduduki pekerjaan seperti pedagang, 




Kemudian peraturan selanjutnya adalah passenstelsel, berlaku sejak 1816, 
yang mengharuskan orang-orang Tionghoa membawa kartu pass jalan jika 
mengadakan perjalanan keluar daerah. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan diri 
dan tertangkap tidak membawa kartu tersebut dalam perjalanan dikenakan sanksi 
hukuman atau denda 10 gulden
40
.  
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Praktik pass jalan ini menyebabkan distribusi barang-barang dagangan 
komoditas pertanian dari daerah pinggiran ke kota atau sebalikanya menjadi kurang 
lancar. Dampak tersebut juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan tansportasi 
Maatschappij Spoor en Tram (persatuan kereta api dan trem) karena semakin 
sedikit pengusaha Tionghoa yang memakai jasa mereka. Pemasukan pajak 
berkurang dan membuka kesempatan korupsi para opas.
41
 
Kebijakan pemerintah Belanda lain yang dianggap memberatkan adalah 
pemberlakuan undang-undang Agraria tahun 1870 yang mengatur sistem 
kepemilikan tanah dan sekaligus membatasi kepemilikan tanah di pedesaan oleh 
orang-orang Tionghoa dan orang Timur Asing lainnya
42
. Dengan adanya peraturan 
tersebut jumlah tanah yang dimilki para tuan tanah Tionghoa berkurang 
mengakibatkan turunnya jumlah orang Tionghoa yang hidup dipedesaan karena 
pindah ke kota-kota besar.
43
  
Dalam hal-hal yang berkenaan dengan masalah hukum, orang Tionghoa, 
bersama-sama dengan golongan Timur Asing lainnya (seperti Arab dan Jepang, 
dikelompokan bersama dengan lapisan pribumi. Mereka diadili di pengadilan polisi 
(politierol) dimana kepala polisi yang bertindak sebagai hakim untuk pelanggaran 
kriminal kecil-kecil, sistem peradilan ini seringkali menjadi ajang pemerasan dan 
praktik ketidakadilan. Kepala polisi bisa saja memberikan keputusan hukum tanpa 
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harus mendengarkan kesaksian terlebih dahulu
44
. Kemudian pengadilan landraad. 
Sistem ini adalah dewan pengadilan yang diketuai oleh seorang ahli hukum 
Belanda, seorang jaksa, pegawai pencatat dan penasihat Tionghoa, pengadilan ini 
dikhususkan sebagai pengadilan pribumi, namun seringkai orang-orang Tionghoa 
yang terkena kasus hukum justru dimasukan kedalam peradilan ini, hal tersebut 
yang membuat mereka merasa direndahkan dalam masalah hukum.
45
 Keluhan orang 
Tionghoa mencapai puncaknya menjelang akhir abad ke 19 ketika orang Belanda 
memberlakukan politik etis yang menyerang kekuatan ekonomi orang Tionghoa. 
b. Nasionalisme Cina 
Pada akhir abad ke-19 nasionalisme Cina telah menyebar di seluruh Asia 
Tengara. Ketika gerakan 100 hari di Cina gagal memberikan hasil untuk 
menjadikan Cina sebagai negara konstistusional, para eksposen gerakan tersebut 
mencari tempat perlindungan keluar Cina dan menjadikan Singapura sebagai 
pangkalan baru mereka, sebagai akibatnya Asia dan khususnya Jawa menjadi 
wilayah yang terkena dampak besar dari nasionalisme cina tersebut.
46
 Masyarakat 
Tionghoa yang telah berakulturasi dengan pribumi kembali memikirkan siapa diri 
mereka yang sebenarnya. 
Kebijakan-kebijakan Belanda tersebut membuat orang Tionghoa akhirnya 
memunculkan gagasan untuk menggalang persatuan diantara para Tionghoa 
peranakan di perantauan. Mereka menanamkan paham bahwa orang Tionghoa 
perantauan memiliki musuh bersama yaitu orang Belanda dan Eropa yang harus 
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dihadapi bersama dengan cara menguatkan diri sebagai satu bangsa.
47
 Perasaan 
seperti itu yang nantinya akan membuat gerakan-gerakan masyarakat Tionghoa 
memiliki simpati terhapad gerakan kemerdekaan Indonesia.  
 Pada 1899 Belanda mengakui kekuatan Jepang yang semakin besar dan 
mengizinkan orang Jepang berada di Hindia-Belanda yang termasuk kedalam 
golongan Timur Asing untuk mendapatkan status yang sama dengan orang-orang 
Eropa. Hal itu kemudian merangsang nasionalisme Asia di Indonesia.  
Pada abad 19 nasionalisme menunjukan dirinya dalam wujud perhipunan-
perhimpunan Cina Raya (Pan-Cina) seperti munculnya THHK (Tiong Hoa Hwee 
Koan atau perhimpunan Tionghoa) yang kemudia mendirikan sekolah-sekolah 
dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Cina (Tiong Hoa Hak Tong) diseluruh 
Jawa
48
. Pembentukan THHK disusul dengan timbulnya surat kabar-surat kabar 
Tinghoa peranakan dalam bahasa Melayu-Tionghoa, misalnya Li Po (1901 di 
Sukabumi), Chabar Perniagaan (1903 di Batavia), Pewarta Soerabaia (1902 di 
Surabaya) dan Djawa Tengah (1909 di semarang)
49
. Organisasi Cina Raya dan 
surat-surat kabar Tionghoa peranakan ini merupakan produk dari nasionlaisme 
Cina. Setelah kemunculan oraganisasi-organisasi dan surat kabar tersebut maka hal 
itu mendorong laju dari nasionalisme Cina di Hindia-Belanda khusunya Jawa yang 
pada akhirnya menyatukan dan mendorong etnis Tionghoa di Jawa untuk 
mendukung dan berorientasi kepada negeri Cina. 
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Gerakan Cina Raya ini berkembang pesat, pada tahun 1907 dan 1908 Siang 
Hwee (kamar dagang Tionghoa) telah terbentuk diberbagai daerah di Jawa
50
. Kaum 
Totok dan Peranakan menjadi pimpinan gerakan tersebut tetapi kaum Totok lebih 
banyak menjadi pimpinan. Kemudian ada pula Chi-nan (klub Pengenbara 
Nannyang) yang merupakan merupakan cabang dari partai revolusioner Sunyatsen 
di Pintu Kecil suatu pemukiman Cina Totok di Batavia. Kemudian mereka 
mendirikan taman-taman bacaan atau Soe Po Sia (baca; Shu-pao She) di Hindia-
Belanda, yang bertujuan untuk menyebarkan doktrin-doktrin revolusioner. Taman-
taman bacaan tersebut tidak hanya menyediakan bahan bacaan yang sebagian 
berbahasa Cina, tetapi juga menyelenggarakan ceramah dan diskusi, yang 
menggunakan bahasa Cina  sebagai bahasa perantara
51
. Mungkin hal tersebut 
menyebabkan banyak peranakan yang tidak ambil bagian atau ikut serta. 
Selain adanya organisasi-organisasi tadi datangnya imigran Cina pada akhir 
abad 19 juga turut mengembangkan nasionalisme Cina di Hindia-Belanda, namun 
efek lain dari hal tersebut adalah terjadinya kesenjangan antara Cina totok dan Cina 
peranakan, Cina totok lebih senang menggunakan bahasa Cina dengan dialek 
Hokkian mereka daripada bahasa Melayu yang seringkali digunakan oleh Cina 
peranakan. 
Para pemimpin-pemimpin gerakan nasionalisme Cina ini lahir dari kaum 
terdidik, mereka yang beruntung mendapatkan pendidikan disekolah-sekolah 
Belanda atau Tionghoa karena merupakan anak dari opsir atau pedagang perantara 
yang sukses. Anak-anak Tionghoa peranakan ini mula-mula menerima pendidikan 
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sekolah yang dibentuk oleh milisi Belanda ala barat, kemudian diteruskan kesekolah 
Belanda.  
Pada awal abad ke-20 garis pemisah dalam kepemimpinan orang Tionghoa  
Hindia-Belanda. Pada awalnya keuasaan atau pimpinan-pimpinan Tionghoa ini 
banyak dipegang oleh opsir cina namun lambat laun karena munculnya golongan 
pemimpin baru dari kalangan terdidik maka keberadaan Opsir Cina ini mulai 
terkikis, tetapi tidak berarti mereka hilang dari panggung kekuasaan, banyak dari 
mereka yang akhinya masuk kedalam organisasi-organisasi Cina Raya, seperti 
THHK, dan mengidentifikasi diri mereka sebagai pemimpin Tionghoa peranakan 
yang beraliran moderat
52
. Meski demikian dalam perputaran politik tersebut tetap 
terjadi perselisihan atara mereka yang berorientasi kepada Cina dan mereka yang 
berorientasi kepada Hindia-Belanda. 
Sejak akhir abad ke-19, pemerintahan Dinasti Ch’ing mulai menaruh 
perhatian kepada orang-orang Cina di Asia Tenggara, termasuk Hindia-Belanda, 
karena mereka memandang para orang-orang Cina tersebut sebagai suatu kekuatan 
politik dan keuangan. Pejabat-pejabat kemudian dikirim untuk memajukan dan 
mengawasi pendidikan bagi anak-anak Cina perantauan untuk belajar di Cina.
53
 
Mungkin kegiatan itu hanya agar memastikan orang-orang Tionghoa di Hindia-
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c. Muncul dan Berkembangnya Perasaan Anti-Cina (1800-1965) 
Sebelum kedatangan bangsa Belanda hubungan antara etnis lain dan etnis 
Tionghoa berjalan dengan baik, bahkan dalam beberapa kerajaan menjadikan orang 
dari etnis Cina sebagai pemegang posisi penting, selain itu ada juga yang 
berasimilasi melalui perkawinan atau hal-hal lain, dibuktikan dengan adanya nama-
nama Cina dalam raja-raja Jawa contohnya saja sunan Kuning yang namanya bersal 
dari kata Chun-Ling yang berarti bangsawan tertinggi
54
.  
Sejak lama golongan Tionghoa dimanfaatkan sebagai perantara sekaligus 
“pohon uang”, baik oleh raja-raja maupun oleh penguasa kolonial Di Indonesia. 
Dari zaman prakolonial, orang-orang cina sudah bekerja kepada kerajaan-kerjaan 
maritime nusantara sebagai syahbandar, selama berabad-abad selanjutnya 
komunitas Tionghoa ini terus memainkan peranan yang amat penting didalam 
kehidupan ekonomi dan sosial di kerajaan-kerajaan jawa
55
. Perdagangan yang 
berlangsung melauli kota-kota pelabuhan di pantai utara merupakan sumber 
pendapatan tahunan yang amat penting bagi kerjaan abad ke 17.  
Karena kecekatan orang Tionghoa tersebut yang membuat Belanda tertarik 
akan orang-orang Tionghoa ini. Belanda yang memiliki sumber daya manusia 
terbatas melihat adanya kesempatan bagus untuk mempekerjakan orang Tionghoa  
sebagai perantara anatara VOC dan pribumi. Selain itu, Belanda mendapat 
keuntungan lain, dengan adanya orang Tinghoa ini sebagai perantara maka mereka 
juga secara tidak langsung menjadi tameng Belanda bila pribumi menjadi marah 
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karena adanya kesenjangan ekonomi yang besar.
56
 Oleh karena itu Belanda menjual 
berbagai macam pacht (hak pengelolaan) bagi jalan tol, candu, rumah gadai kepada 
pengusaha Tionghoa. Para pengusaha tersebut berani membeli dengan harga mahal 
karena mereka tahu bahwa keuntungan akan berlipat ganda. Dengan dukungan dari 
penguasa para pachter memeras rakyat karena kedudukannya.  
Sesungguhnya, baik VOC maupun para pengusaha Jawa membutuhkan 
orang Tionghoa dengan skala kegiatan mereka dibidang pergadangan. Hal ini 
tercermin dari ditempatkanya orang-orang Tionghoa dalam kedudukan 
administrativ yang penting.  
Pentingya orang-orang Tionghoa dalam perekonomian ini tercermin dari 
peraturan-peraturan yang mengistimewakan mereka, dalam kerajaan mataram uang 
diyat (uang darah) yang dijatuhkan atas pembunuhan satu orang Tionghoa harus dua 
kali lebih besar dibandingkan membunuh satu orang Jawa.
57
 Sama halnya ketika era 
VOC, mereka memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang Tionghoa 
yang bertempat tinggal diwilayah kekuasaan Mataram, semua orang Tionghoa 
bersama–sama dengan “Vreemdelingen” (orang-orang asing), yaitu orang-orang 
Makasar, Melayu, Bali serta orang-orang muslim yang bukan orang Indonesia 
(orang-orang Moor) berada dibawah kekuasaan Kompeni
58
. Perlindungan hukum ini 
kemudian ditegaskan dalam semua perjanjian kontrak dengan pemerinah Batavia 
dan semua raja Jawa. Peter Carey mengatakan bahwa ada dua jenis pacht yang amat 
dibeci oleh rakyat yakni gerbang Tol dan Candu. 
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Banyak yang mengatakan bahwa golongan dari penduduk Tionghoa ini 
dilindungi oleh pemerintah kolonial, namun sebeneranya penguasa kolonial 
memiliki sentiment sendiri terhadap etnis Tionghoa ini, sentiment ini memuncak 
ketika zaman politik etis.
59
  
Politik kolonial anti Cina yang utamanya terlihat dari penerapan surat-surat 
jalan menyebabkan timbulnya gerakan Tionghoa, mereka menuntut persamaan hak 
dengan orang eropa. Gerakan ini merupakan gerakan ke-etnisan pertama dan 
membuahkan hasil yaitu penghapusan surat-surat jalan. 
Kita harus ingat bahawa gerakan-gerakan awal masa pergerakan bergerak 
demi golongan mereka sendiri. Ini bisa kita pahami karena memang pengaruh dari 
politik Apartheid yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sehingga tiap-tiap 
gerakan hanya bersifat gerakan primodial. Hal itu menjadi ciri khas sejarah 
Indonesia zaman pergerakan nasional dimana organisasi-organisasi yang muncul 
masih mencerminkan gerakan primodialisme seperti, Boedi Oetomo yang berisikan 
orang Jawa, kemudian Jong Sumatra yang berisikan orang Sumatra, ada pula Jong 
Ambon yang berisikan orang-orang Indonesia bagian timur hingga diakhiri dengan 
sumpah pemuda tahun 1928. 
Dari catatan sejarah mengatakan kerusuhan dan kekerasaan yang dilakukan 
terhadap etnis Tionghoa terjadi pada tahun 1740 di Batavia dimana Belanda merasa 
terancam karena pesatnya perkembangan orang-orang Tionghoa ini
60
. Kondisi 
Batavia ketika itu sedang mengalami krisis, dimana pabrik-pabrik gula mulai 
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bangkrut karena persaingan dan bahan bakar tungku yang sulit didapat karena 
sumber daya yang tersedia di sekitar Batavia telah habis, bangkrutnya pabrik-pabrik 
gula ini kemudian menyebabkan permasalahan sosial antara lain meningkatnya 
jumblah pengangguran dan peningkatan angka kriminalitas, hal itu diperburuk oleh 
jumlah imigran Cina yang selalu tinggi meskipun pada tahun 1690 sudah diatur 
tentang quota imigran yang diizinkan masuk tetap saja hal ini justru memberikan 
kesempatan kepada oknum aparat untuk memungut pajak dari imigran gelap.
61
  
Perkembangan  penduduk Tionghoa yang pesat itu sangat membuat VOC 
khawatir. Untuk itu dibuatlah ketentuan imigrasi yang baru untuk menyeleksi mana 
yang diperbolehkan untuk tinggal dan dideoprtasi, berkali-kali mereka diharuskan 
membuat surat tinggal dengan membayar 2 ringgit, peraturan ini digunakan hanya 
untuk memeras orang-orang Tionghoa.
62
 Keadaan Batavia semakin mencekam 
ketika orang-orang Tionghoa ditangkapi dan dipenjara oleh Belanda pada Februari 
1740. Kekacauan terjadi dan banyak orang-orang Tionghoa yang membuat 
kelompok utnuk melindungi diri mereka. Banyak dari kelompk-kelompok itu yang 
kemudian bersikap anarkis, mereka menyerang penjara-penjara yang berisikan 
orang-orang Tionghoa untuk membebaskan teman-teman mereka ataupun 
penyerangan terhadap pabrik-pabrik gula. akibatnya Pada tanggal 9 oktober 1740 
ribuan orang tionghoa dibantai dan ratusan ruma mereka dibakar oleh VOC.
63
  
Pembunuhan masal itu mencapai Puncaknya ketika Gubernut Jenderal 
Valckenir pada 10 Oktober 1740 memerintahkan agar seluruh penduduk Tionghoa 
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yang masih tersisa dikumpulkan menjadi satu. Kaum lelaki, perempuan, Tua dan 
muda sudah tidak dibedakan lagi. Mereka diseret ke Stadthuys (Museum Sejarah 
Jakarta) dan ditempat itu kepala mereka dipenggal satu per satu. akibat peristiwa itu 
orang-orang tionghoa yang lolos dari pembunuhan itu membentuk kelompok dan 
menyerang serta menguasai pos-pos VOC di Juwana, Demak, Pati dan Rembang
 64
 
Dalam Perang Jawa yang terkenal itu, terdapat pula diskriminasi yang 
dilontarkan untuk etnis Tionghoa hal ini dikarenakan keterlibatan orang-orang 
Tionghoa dalam masalah candu dan tol dan mereka dijadikan kambing hitam atas 
kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu Diponegoro mengatakan bahwa orang 
Tionghoa adalah salah satu target dari perang suci, seperti yang tercatat dalam 
Babad Diponegoro: 
 
 Saya yang akan mempertahankan (mereka) dalam perang 
 (dan) para ulama (akan memberi) semangat sebagai pendeta 
 Untuk membinasakan Belanda dan Cina 
 Yang tinggal di Tanah Jawa, 
 Apabila mereka tidak menganut agama 




Serangan terhadap masyarakat Tionghoa di Ngawi pada 17 September 1825, 




Pasca Perang Jawa hingga akhir abad ke 19 orang-orang Tionghoa tetap 
memainkan perannya dengan berhasil dalam bidang ekonomi, oleh karena itu 
mereka masih menjadi sasaran kebencian orang-orang Jawa. Misalnya pada tahun 
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1864 sekelompok peranpok yang mengancam akan merampok orang-orang 
Tionghoa. Mereka menulis ancaman-acaman itu dalam bahasa Jawa dan 
digantungkan di pohon-pohon dekat dengan prambanan
67
. Kemudian pada Juni 
1865 sebuah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam merencanakan 
akan menghancurkan keraton Surakarta dan Yogya serta akan membunuh semua 
orang Belanda dan Tionghoa yang ada di Jawa, walaupu gerakan ini tidak massif 
dan tidak berlangsung lama
68
. 
Konflik antara Jawa-Tionghoa itu seperti bom waktu, yang sewaktu-waktu 
bisa meledak menjadi kerusuhan rasial meskipun factor pemicunya relatif kecil. 
Selama abad ke-20 terjadi beberapa kali kerusuhan anti-Tionghoa pada tahun 
1960an, pada tahun 1970an, 1980an, dan pada tahun 1990an. 
Kerusuhan anti Tionghoa awal abad ke-20 hingga berakhirnya perang 
kemerdekaan, tidak dapat dipisahkan dari gerakan-gerakan politik yang terjadi pada 
masa itu. Orang-orang Tionghoa sendiri sebenarnya yang membuat jarak dengan 
mendirikan oragnisasi-organisasi politik yang berorientasi kepada Tiongkok, seperti 
THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) pada 1900. Setahun kemudian menyebar keseluruh 
Hindia-Belanda. Sudah dibahas sebelumnya bahwa lewat sekolah-sekolah yang 
didirikan oleh organisasi-organisasi Tionghoa inilah semangat nasionalisme Cina 
disebarkan. 
Ketegangan antara orang Tionghoa dan Jawa terjadi juga di Surakarta, yang 
berawal dari industri batik. Para pengusaha dan pedagang batik jawa sangat 
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tergantung pada bahan-bahan batik yang dikuasai oleh orang-orang tionghoa dan 
Arab. Ketika Samanhudi, seorang pedagang batik terkemuka di Laweyan, 
bergabung dengan BU dan memprakarsai berdirinya koperasi Bumiputra, dan 
akhirnya banyak pedagang batik pribumi yang masuk menjadi anggota BU 
Surakarta. Keadaan ini membuat pengusaha Tionghoa khawatir. Oleh karena itu 
mereka merayu Samanhudi untuk bergabung dengan organisasi mereka Kong Sing. 
Setelah Samanhudi bergabung jumlah anggota orang Jawa dalam oraganisasi 
tersebut meningkat dua kali lipat di banding dengan jumlah orang Tionghoa di 
dalamnya. Namun tetap saja orang Tionghoa mendominasi kepemimpinan 
organisasi ini. Datangnya berita tentang kemenangan Revolusi Tiongkok 1911 
orang-orang Tionghoa di Hindia-belanda menjadi arogan dan bersikap kurang baik 
kepada orang Jawa
69
. Beberapa waktu kemudian Samanhudi dan pengikutnya 
mengundurkan diri dari Kong Sing, dan membentuk perhimpunan sendiri yang 
menjadi cikal bakal SI. 
Kemunculan SI (Sarekat Islam) pada 9 November 1911, para pedagang di 
Surakarta dibawah pimpinan Martodharsono melakukan pemboikotan terhadap 
frima-firma Tionghoa dengan kekerasan. Perkelahian jalanan antara anggota SI 
dengan orang-orang Tionghoa semakin meningkat. Kerusuhan meluas bukan hanya 
pada para pedangan tetapi lapisan sosial, anak-anak Jawa berkelahi dengan anak-
anak Tionghoa, demikian juga tentara dari Mangkunegara yang ikut memukuli 
orang-orang Tionghoa. Dalam waktu yang hampir sama kerusuhan semacam itu 
juga terjadi dikota-kota lain seperti di Surabaya, Cirebon dan Bangil, meskipun 
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. Tetapi uniknya peristiwa-peristiwa tersebut justru menarik 
minat pribumi muslim untuk masuk sebagai anggota SI. Semakin hari anggota SI 
semakin meningkat dan hal ini berbanding lurus dengan kerusuhan yang dilakukan 
oleh anggota SI. Karena hal tersebut maka SI dianggap meresahkan dan akhirnya 
kegiatan SI dilarang oleh residen Surakarta pada 10 agustus 1912
71
.  
Kerusuhan juga tejadi di Kudus pada 1918 dimana kalangan pengusaha 
Tionghoa dan kalangan pribumi beradu fisik dilatarbelakangi kebencian masing-
masing
72
. Sebuah kutipan yang di tulis oleh SI (Semaoen) dalam menyikapi 
peristiwa 1918: 
”… pada zaman sekarang bumiputra hidupnya sangat sengsara, 
merasa tambah lama mereka tambah miskin, tetapi bisa lihat dengan 
mata sendiri bahwa bangsa lain umpamanya bangsa Tionghoa, 
tambah kaya, tambah nyolok mata atau melihatkan kekayaan 
disebelah kemiskinan bumiputra perbedaan antara miskinya 
bumiputra dan kayaanya lain bangsa yang nyolok mata itu sudah 
timbulkan kebencian anta bumiputra dan si kaya, yang banyak juga 
bahsa tionghoa. Bangsa bumiputra yang miskin kebenciannya pada 
bangsanya sendiri bias hilang, sebab sama bangsa dan sama Agam, 
sehingga hanya kebencian miskin bumiputra dengan lain bangsa. 
Kebencian miskin bumiputra dan kaya Belanda terbenam sebab 
orang Belanda kuat sebgai kaum yang memerintah, tapi kebencian 
miskin bumiputra dan kaya Tionghoa hamper tidak ada 
timbangannya…”73 
 
Pandangan masyarakat pribumi kepada pedagang Tionghoa adalah 
padangan bahwa meraka adalah pedagang yang riba, pandangan teresbut sama 
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dengan pandangan Pemerintah Kolonial Belanda sehingga mereka memberikan 
“polotik Etik” untuk melindungi para pedagang pribumi74, jelas hal ini dianggap 
merugikan bagi kaum Tionghoa. 
Kerusuhan pada tahun-tahun antara 1945-1950 diera Revolusi Fisik, di 
Jawa kerusuhan terjadi akbat kejenuhan rakyat atas kemiskinan dan krisis yang 
dihadapi selama penjajahan baik itu Belanda maupun Jepang. Orang-orang 
menyerang lebaga-lembaga dan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas 




Setelah itu kondisi sosial relatif aman, di tahun 1965 kerusuhan muncul 
kembali, kerusuhan ini merupakan akumulasi kemarahan masa terhadap aksi-aksi 
PKI dan segenap organisasi yang berkaitan dengan G30S/PKI. Dengan dipimpin 
oleh RPKAD (Resimen Komando Angkatan Darat) masyarakat mulai menyerang 
tempat-tempat ang dianggap berhubungan dengan PKI dan G30S/PKI. Sasaran 
kemarah juga ditujukan kepada harta kekayaan milik orang tionghoa, seperti toko-
tokom, mobil, hotel, becak dan sebagainya. 
Setelah kerusuhan 1965 kedaan kembali relatif aman, tetapi di tahun 1972 
tiba-tiba kerusuhan kembali terjadi di Surakarata. Uniknya peristiwa ini awalnya 
bukanlah konlfik anta entis Tionghoa dan orang Jawa, tetapi peristiwa pembunuahn 
seorang pembecak oleh etnis Arab. Berita pembunuhan seroang tukang becak ini 
menimbulkan amarah orang Jawa sehingga mereka bergerombol menuju kampung 
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Arab dan pusat-pusat perdagangan milik orang Arab melakukan kerusuhan. Tetapi 
sore harinya sasaran perusakan di alihkan ke toko-toko milik orang Tionghoa
76
. Di 
Surakarta kerushuan anti Tiongha ini terjadi kembali pada tahun 1980 dan 
memuncak kembali pada tahun 1998. 
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USAHA-USAHA ETNIS TIONGHOA DALAM PERJUANGAN BANGSA 
INDONESIA SAMPAI TERBENTUKNYA PTI 
 
Hal menarik yang harus kita bahas adalah, sejak kapan orientasi orang-orang 
Tionghoa ini menjadi beralih, dari yang berorientasi kepada Tiongkok dan Hindia-
Belanda hingga beralih ke Indonesia. 
Leo Suryadinata menulis, bahwa sebelum perang dunia II, bersama dengan 
tumbuhnya nasionalisme Cina di Hindia Belanda awal abad ke-20 orang-orang 
Tionghoa mendirikan organisasi yang berorientasi ke negara Cina. Organisasi yang 
dimaksudkan adalah THHK, Siang Hwee, dan Soe Po Sia. Tetapi pada 1918 
orientasi mereka mulai terpecah menjadi dua ada yang berorientasi kepada tiongkok 
ada pula yang berorientasi kepada Hindia Belanda. Kelompok Tionghoa yang 
berorientasi kepada Belanda setelah 1928 mendirikan CHH (Chung Hwaa Hui), 
kelompok yang berpihak kepada Tiongkok mendirikan Sin Po dan yang berorientasi 
kepada Indonesia  mendirikan PTI (Partai Tionghoa Indonesia) yang dirikan pada 
tahun 1932
77
. Pada masa pendudukan jepang, semua parta politik dilarang tidak 
terkecuali organisasi-organiasai tionghoa.  
Sesudah Perang Dunia II para pemimpin masyarakat Tionghoa masuk 
kedalam kancah politik setempat untuk melindungi  kepentingan mereka. Ada dua 
jenis partisipasi yang biasanya mereka tempuh yang pertama yaitu partisipasi 
formal yang biasanya ditempuh melalui politik dan yang kedua adalah partisipasi 
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informal melalui organisasi nonpolitik. Dalam partisipasi formal dapat dibagi 
kembali dalam tiga pola, yaitu; 
1. Dengan mendirikan partai politik etnis Tionghoa. 
2. Berpartisipasi kedalam “partai berasimilasi”. 
3. Berpartisipasi dalam partai multi etnis.78 
Hubungan antara kaum peranakan dan penduduk pribumi Indonesia semakin 
meningkat setelah kongres CH ke dua. CHH Nederland menujukan simpatinya 
kepada perjuangan Perhimpoenan Indonesia (PI) pada 1928 melauli majalah Chung 
Hwa Hui Tsa Chih (CHHTC). Hubungan antara CHH Nederland dan kaum 
cendekiawan Indoesia pada umumnya dan PI khususnya menjadi lebih erat dari 
sebelumnya. CHH Nederland mengundang seorang wartawan terkemuka, Tabrani, 
dan seorang pemimpin PI, Abdoel Manaf, untuk memberi ceramah mengenai 




Beberapa orang nasionalis Indonesia menyadari pentingnnya kedudukan 
orang-orang Tionghoa di Indoesia dan melihat adanya kemungkinan untuk 
berkerjasama dengan mereka dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan 
Indonesia. Soekarno, menulis pada tahun 1928 bahwa paham Indoensia tidak 
bertentangan dengan paham Asia. Sebaliknya paham Indonesia adalah sebagian dari 
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Pembentukan Chung Hwa Hui pada awal tahun 1928 menyebabkan 
tumbuhnya rasa persatuan nasional dikalangan orang-orang Indonesia pribumi. Pada 
bulan oktober 1928, kaum nasionalis muda Indonesia dari berbagai daerah, yang 
terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa, menyatakan bahwa mereka adalah 
bangsa Indonesia, mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan 
mempunyai satu tumpah darah yaitu Tanah Air Indonesia. Perasaan nasionalisme 
ini mengakibatkan orang-orang Indonesia dan Belanda bagaikan dua kutub magnet. 
Pergerakan nasionalis Indonesia yang non-kooperatif semakin mendapat 
banyak dukungan. Dalam waktu dua tahun PNI menghimpun sepuluh ribu lebih 
anggota, sebagian diantaranya ditarik dari bekas-bekas anggota Sarekat Rakyat dan 
sebagian dari Serikat Buruh yang dikuasai komunis.
81
 PNI menjadi organisasi kaum 
nasionalis yang paling kuat di Hinda-Belanda dan didukung oleh para pemimpin 
Sarekat Islam dan partai-partai lain. Perlu disebutkan juga bahwa pada tahun 1928 
Boedi Oetomo yang konservatif memperingatkan para penguasa Belanda bahwa 
organasiasi itu akan mengambil sikap non-kooperatif kalau pemerintah Belanda 
tidak meningkatkan Jumlah anggota pribumi dalam Volksraad. 
Dalam suasana politik tersebut, kaum peranakan Tionghoa sebagai suatu 
kelompok tersendiri yang unik terseret-seret arus politik antara Indonesia, Belanda, 
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atau diri mereka sendiri. Partai-partai yang ada seperti CHH dan Sin Po tidak bisa 
memutuskan kemana mereka harus berpihak. Sementara dilain pihak PNI terus 
berkembang dan nada anti pemerintah, anti kapitalis semakin keras membuat 
Belanda khawatir. Kaum kapitalis Belanda pada oktober 1929 mendirikan partai 
yang disebut Vaderkand’s Club, yang menentang kemerdekaan Indonesia.82 Yang 
akhirnya menyebabkan dihukumnya para pemimpin PNI karena dinilai meresahkan. 
Dijebloskannya para pemimpin PNI membuat perpecahan dan 
melumpuhkan gerakan radikal Indonesia. Oleh karena itu kaum nasionalis moderat 
Indonesia muncul sebagai kekuatan politik utama. Adanya hal tersebut tidak banyak 
berpengaruh, jurang antara Belanda dan Indonesia semakin melebar. Dalam 
volkraad, Vaderlands Club memiliki pengaruh yang cukup besar dibanding partai-
partai yang lain, hal tersebut menyulitkan pergerakan nasionalis Indonesia. 
Penguasa Belanda menjadi semakin represif terahadap gerakan nasionalis 
Indonesia setelah dianggaktnya Gubernur Jenderal baru B.C. de Jonge (mulai 
menjabat 1931). Prasangka rasial terhadap Belanda ada di kalangan kelompok  
minoritas Tionghoa. Paham Asia Raya yang dipropagandakan Dr. Sunyatsen 
mendapat tafsiran berbeda dari orang-orang Tionghoa di Indonesia, bagi mereka 
yang berorientasi ke Cina, kata-kata Dr. Sunyatsen tersebut berarti bawa seluruh 
masyarakat Tionghoa yang  berada di Asia harus bersatu dengan Cina daratan 
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melawan Belanda. Bagi mereka yang berorientasi kepada Hindia ini bermakna 
bersatu dengan semua orang Asia melawan Belanda (Eropa).
83
 
Pada tanggal 8 mei 1932 diadakanlah rapat besar di Surabaya yang 
diperuntukan kepada aktifis-aktifis kemerdekaan, rapat ini diprakarsai oleh Sin Tit 
Po. Di hadiri oleh 40 organisasi dan partai politik dari 3 ras (Indonesia Pribumi, 
Tionghoa peranakan, dan Arab). Dalam rapat itu dipilihlah seorang ketua dari 
Koran Sin Tit Po yang pro gerakan nasionalis Indonesia. Dari kongres itu 
dibentuklah sebuah perserikatan antar ras dengan nama Comite van Actie 
Persatoean Bangsa Asia dan dibentuk untuk mengorganisir pemboikotan-
pemboikotan yang dilakukan oleh Aktifis pro gerakan nasionalis.
84
 
Pada tahun 1932 polemik diantara para petinggi partai-partai Tionghoa 
begitu sengit karena CHH dan Sin Po memiliki tujuan masing-masing yang ingin 
dicapai. Dalam kondisi itu seorang Tokoh Tionghoa bernama Liem Koen Hian 
menawarkan alirannya, Liem memperkenalkan kembali istilah “Indonesier” , ia 
menyatakan bahwa kaum Tionghoa harus sadar untuk menjadi Indonesier, seperti 
yang termuat dalam gagasannya: 
Perkataan Indonesier bisa berarti seorang Indonesier asli, yaitu artian 




Seperti juga perkataan Nederlander bisa berarti seorang Belanda totok, 
teteapi juga bisa berarti seorang Duits totok
86
, seorang Inggris totok 
atau seorang Tionghoa totok… 
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Maka itu sama sekali tidak ada anehnya, jikalau perkataan Indonesier 
tidak saja berarti seorang Indonesier asli, tetapi juga berarti seorang 
yang jadi rakyat negeri ini. Dengan lain perkataan, perkataan Indonesier 




 Pernyataan Liem tersebut disambut dengan hangat, tetapi bukan berarti 
tidak ada yang menolaknya, mereka yang menolak gagasan tersebut beranggapan 
bahwa, kalau orang-orang Tionghoa berpihak kepada Indonesia, hal tersebut 
hanya akan mempersulit kehidupan, karena mereka harus terlibat dalam 
perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang politik dan fisik. Tetapi pernyataan 
Liem tersebut mendapat dukungan dari Dokter Soetomo, ia mengatakan bahwa 
menjadi Indonesier adalah satu-satunya jalan bagi orang Tionghoa untuk terus 
tinggal di Indonesia dalam keadaan aman dan sejahtera.
88
 
 Kemudian pada 25 September 1932, Liem Koen Hian, Ong Liang Kok dan 
kaum Tionghoa lainnya di Surabaya dengan sokongan dari kaum nasionalis 




 Setelah lahirnya PTI maka ada tiga aliran utama dalam dunia politik 
orang-orang Tionghoa.  
 Aliran pertama, kelompok Sin Po, diwakili oleh Sin Po sendiri, yang 
mengkehendaki agar orang Tionghoa di Hindia-Belanda mempertahankan 
kebangsaan Cinannya dan berusaha menarik golongan peranakan lebih dekat 
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kepada Cina dengan cara mengajarkannya gaya hidup Cina totok. Kelompok ini 
menganjurkan agar Cina tetap dianggap sebagai tanah air orang Tionghoa Hindia-




 Yang kedua, dikenal sebagai CHH, mengkehendaki orang Tionghoa 
Hindia-Belanda tetap mempertahankan identitas etnisnya di lingkungan Hindia-
Belanda. Mereka menyuarakan agar orang Tionghoa menerima takdir mereka 
sebagai kaula Belanda, menerima diri sebagai warga Hindia-Belanda, yang 
bekerjasama dengan Belanda untuk kemakmuran Hindia-Belanda. 
 Yang terakhir diwakili oleh PTI, seperti CHH orang-orang PTI 
menghendaki agar orang Tionghoa tetap memiliki identitas etnisnya, namun 
secara politik terasimilasi kedalam masyarakat Indonesia. Menanamkan bahwa 
Indonesia adalah tanah airnya, memiliki persamaan hak dan kewajiban dengan 
rakyat Indonesia dan sama-sama berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan 
Indoensia. 
 Ketiga aliran tersebut mempunyai hal-hal yang sama. Mereka tetap 
mengakui bahwa mereka adalah orang Tionghoa tetapi dalam hal politik mereka 
terpisah. Baik kelompok Sin Po maupun CHH setuju bahwa orang Tionghoa di 
Hindia-Belanda diberikan status Eropa, tetapi PTI memperjuangkan bahwa 
seluruh ras di Hindia-Belanda harus memiliki status yang sama.
91
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BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari zaman ke zaman tidak sedikit peran orang-orang Tionghoa baik 
dalam politik dan pers Indo-Tionghoa yang membantu memajukan pergerakan 
nasional, misalnya ketika Boedi Utomo Koran perwata Soerabaia, Sin Tit Po, dan 
Keng Po dimana ketiganya dalah Koran/pers Indo-Tionghoa, yang menarik adalah 
ketika SI didirikan Koran Sin Po teryata memberi apresiasi kepadanya.  
Kepedulian etnis Tionghoa tak terlepas dari akibat kejadian-kejadian besar 
di Tiongkok yang setelah perang candu negara mereka menjadi setengah feodal, 
nah perasaan ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi mereka bahwa 
masayarakat di Asia khususnya di Indoneisa mengalami hal yang sama, apa yang 
di sebut Soekarno sebagai Nasionalisme Asia dan juga semboyan Chiang Kai Sek 
yang mengatakan bahwa Asia adalah untuk Asia. 
 Selain masalah-masalah perturan yang dihadapi oleh kaum pribumi kaum 
Tionghoa juga mengalami diskriminasi oleh masyarkat pribumi, memang 
diskirmasi ini terbentuk bukan tanpa alasan, juga ada sebab akibat dari pemerintah 
kolonial yang memisahkan tempat tinggal orang tionghoa dengan bumiputera 
mengakibatkan sekat antara masyarakat bumiputera dan rakyat Tionghoa.  
 Diskriminasi juga terjadi ketika semangat nasionalisme oleh etnis 
Tionghoa mulai kuat, misalnya seorang tokoh Kwee Tjing Hong seorang 
Tionghoa peranakan yang memiliki toko buku di Palembang, ia ingin mendirikan 
47 
 
cabang PNI di Palembang. Meskipun rapat pembentukan itu di adakan di 
rumahnya tetap saja masih banyak yang belum percaya kepadanya dan akhirya ia 
hanya menjadi anggota luarbiasa karena memang PNI tidak memasukan etnis lain 
kecuali yang berasal dari Indonesia
92
. 
 Akhirnya pada awal 1930 para pemimpin Tionghoa mendirikan PTI 
(Partai Tionghoa Indonesia) karena partai-partai saat itu banyak yang tidak 
menerima anggota Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan, akhirnya hanya 
Parindra yang mau membuka kesempatan bagi para Tionghoa yang sudah 
berorientasi pada keindonesiaan. Dan juga “PKI illegal” yang mau menerima 
mereka, tetapi kebanyakan yang masuk PKI adalah mereka yang belajar dari 
sekolah Belanda dan Eropa selain itu mereka adalah orang-orang kaya. Pada 
kongres parindra M.H Thamrin yang diminta pendapatnya tetang apakah Parindra 
mau membuka keanggotaan bagi Tionghoa peranakan, ia menjawab dengan 
jawaban yang konserfativ. Namun setahun kemudian pendapat Amir Sjarifudin: 
Kebangsaan tidak di tentukan oleh darah atau warna kulit, atau bentuk muka, 
tetapi oleh 3 faktor: Tujuan, nasib dan keinginan. Itulah yang mengawali Gerindo 
membuka keanggotaan bagi bangsa Tionghoa. 
 Sayangnya perasaan anti Cina terus bertahan hingga sepanjang zaman , 
bahkan setelah kemerdekaan beberapa gerakan seperti gerakan Assaat, politik 
Alibaba, gerakan ekonomi Benteng hal tersebut dikarenakan masih terpecahnya 
orang-orang Tionghoa banyak dari mereka masih mementingkan keinginan dan 
kepentingan pribadi dan kelompok. Hingga akhirnya pada 1959 mucul sebuah 
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kebijakan yang sangat mengekang masyarakat Tionghoa PP pemerintah 1959 atau 




  Dalam perjalanannya Etnis Tionghoa sering menghadapi apa yang 
dinamakan sebagai perasan anti-Cina xenophobia oleh kaum pribumi, bentuk-
bentuk yang nyata dari perlawanan tersebut banyak tercatat dalam sejarah namun 
seperti berdirinya SDI (Syarekat Dagang Islam) yang di bentuk untuk melindungi 
pedagang batik di Pekalongan dan Solo. Juga ada bentrokan fisik di Kudus tahun 
1918 yang dilatarbelakangi masalah ekonomi yang berujung pada sentiment etnis. 
Kemudia pada gerakan Assaat pada 1956 yang dilatarbelakangi hal yang sama 
dengan diperkuat insiden pemukulan oleh pengusaha cina kepada sorang tentara. 
 Nampaknya semua perasaan anti-Cina ini berawal dari masalah ekonomi, 
tetapi kita pun harus menyadari bahawa di berbagai sisi etnis Tionghoa menjadi 
bagian dalam sejarah, pers-pers mereka yang menjadi rekam jejak perjalanan 
peristiwa-peristiwa penting, serta mereka juga berani mengkritik pemerintahan 
dari mulai awal berdirinya pers Tionghoa yaitu awal abad 20 hingga harus 
diberedel ketika zaman orde baru. Mengutip pandangan dari seorang tokoh 
pengusaha Tionghoa yang melewati 3 zaman ia berkata “masyarakat Indonesia, 
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Jawa kahususnya terlalu memandang rendah bisnis, yang mereka pikirkan hanya 
jabatan, tak apa meski tak makan”.94 
 Melalui tulisan ini kita bisa paham, bahwa apa yang tersisa dari zaman 
kolonial adalah xenophobia, etnis Tionghoa sudah memilih tempat mereka untuk 
hidup dan bernegara yaitu sebagai orang Indonesia. Karena itu seharusnya 
masalah kewarganegaraan mereka bukanlah sesuatu yang pantasn untuk 
disinggung-singgung terlebih direndahkan, karena mereka turut memiliki 
“investasi” kepada negara ini. 
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